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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan 

biasa seperti Pasal 338 KUHP,akan tetapi dilakukan dengan direncanakan 

terdahulu.Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara 

timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo 

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 

bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan 

dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang 

dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang 

pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk 

mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.7 

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 

pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, 

apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan 

cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa 

yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa 

seseorang (kondisi pelaku).  

                                                           
7http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-

pokok.html 
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Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 

bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk 

menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, 

sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah 

oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang 

pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan 

pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang 

dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa 

seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu 

juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaan nya pelaku akan lebih mudah 

membunuh korban.8 Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada 

dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:9  

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. 

3. Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang. 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama  unsur 

subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang 

kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : 

nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan 

pelanggaran hak asasi manusia karena teleh menghilangkan suatu hak dasar yang 

                                                           
8http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-

pokok.html 
9http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana 
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melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam 

kandungan yaitu hak untuk hidup.  

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan 

biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan 

terdahulu.Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara 

timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo 

bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara 

bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan 

dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang 

dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang 

pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk 

mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.10 

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 

pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, 

apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan 

cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa 

yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa 

seseorang (kondisi pelaku).  

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 

bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk 

menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, 

sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah 

                                                           
10http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-

pokok.html 
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oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang 

pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan 

pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang 

dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa 

seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu 

juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaan nya pelaku akan lebih mudah 

membunuh korban.11  Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada 

dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:12  

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. 

3. Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang. 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama  unsur 

subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang 

kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya: 

nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan 

pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang 

melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam 

kandungan yaitu hak untuk hidup.  

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

                                                           
11http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-

pokok.html 
12http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana 
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barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.13 Dampak dari suatu 

kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara 

pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 

 

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Tindak pidana Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, 

yang menyebutkan sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih 
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun.” 

 
Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah 

sebagai berikut : 

a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih 

dahulu. 

b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. 

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan 

sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia 

dapat dikenai Pasal 340 KUHP. 

Ancaman pidana pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada 

pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan 

pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana 

sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang 
                                                           

13 Roeslan Saleh, Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta:aksara baru, 
1981), hlm 80  
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menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. 

Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 

juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun. 

Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas 

oleh Korban Sendiri. Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas 

permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh /nyata (ernstig).  

“barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang 
sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara 
paling tinggi dua belas tahun”. 

 

2.1.3. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan 

suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu. 

Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti 

yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian 

yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat 

sehingga menimbulkan kejadian.14 

Berbeda hal nya dengan Moeljatno, kalimat “di ancam pidana” berarti 

perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 

Hukuman/saksi atas pembenuhan berencana telah di ataur oleh Pasal 

340-344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih 
dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan 
pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 

                                                           
14 Seoharto, Hukum Pidana Materiil, hal. 22 
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penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun.” 15 
 
Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam 

KUHP. Lain halnya dengan KUHP swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas 

ditentukan: Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan 

menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. 

Dalam Memorie van toelicting swb (MvT) mendefinisikan bahwa pidana 

pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan 

perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.  

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan 

pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet. (de op 

verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil). 

Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk 

berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan wet 

(de wil tot handelen bj voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving 

behoorende bestandelen).  

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah 

sebagai berikut : 

a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih 

dahulu 

b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. 

                                                           
15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 340  
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Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan 

sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia 

dapat dikenai Pasal 340 KUHP. 

Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan tindak pidana yang mana 

dilakukan/dilaksanakan seblum telah diatur cara serta bilaman waktu akan 

dilakukan tindakan kejahatan pembunuhan tersebut.  

Pembunuhan berencana di atur sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu 

pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP,akan tetapi dilakukan dengan 

direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama 

dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih 

ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan 

cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara 

pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan 

yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang 

pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk 

mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.16 

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan 

pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, 

apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan 

cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa 

yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa 

seseorang (kondisi pelaku).  

                                                           
16http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.h 

tml 
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Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang 

bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk 

menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, 

sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah 

oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang 

pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan 

pelaksanaannya.  

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu 

keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang 

ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga 

dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah 

membunuh korban.17  Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada 

dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:18  

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. 

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama  unsur 

subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang 

kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : 

nyawa orang lain.  

                                                           
17http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-okok.html 
18 http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana 
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Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi 

manusia karena teleh menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri 

seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak 

untuk hidup.  

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.19 Dampak dari suatu 

kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara 

pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 

 

2.2. Pengertian Penyertaan (Deelneming) 

Penyertaan (Deelneming) merupakan tindak pidana yang di atur dan 

terdapat di dalam KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56. Dari ketentuan dalam 

KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang 

membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak 

pidana. 

Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengemukakan ajaran mengenai 

penyertaan itu adalah:20 “Sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya 

merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian 

pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan 

                                                           
19 Roeslan Saleh, Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Baru, 

1981), hlm 80 
20 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, 

hlm. 594 
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undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan 

tetapi dalam kenyataannnya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu 

kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”. 

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) 

pembagian besar, yaitu: Pembuat/Orang Yang Melakukan Delik (Dader or 

Pleger) dan Pembantu atau medeplichtige (medeplegen)”. 

 
2.2.1. Pembuat/Orang Yang Melakukan Delik (Dader or Pleger) 

Pembuat atau dader diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian dader itu 

berasal dari kata daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal 

melakukan atau sebagai tindakan21. Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim 

orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana 

atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi 

yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan 

suatu tindak pidana. Pembuat atau dader sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 

KUHP, yang terdiri dari : 

 Pelaku (pleger). Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan 

Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi 

semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan 

delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang 

mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat 

dihukum22 

                                                           
21 Ibid., hlm. 585. 
22 Ibid., hlm. 599. 
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 Yang menyuruhlakukan (doenpleger). Mengenai doenplagen atau 

menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di 

sebut sebagai seorang middelijjke dader atau seorang mittelbare tater 

yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak 

langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri 

tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan 

demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau manus 

ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung atau manus 

domina/auctor intellectualis
23

. Untuk adanya suatu doenplagen seperti 

yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang 

disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. 

Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain:24 

1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah 

seseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam 

Pasal 44 KUHP. 

2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana 

mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari 

tindak pidana yang bersangkutan (dwaling). 

3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama 

sekali tidak mempunyai schuld, baik dolus maupun culpa ataupun 

apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah 

disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. 

                                                           
23 Ibid., hlm. 610 – 611. 
24 Ibid. 
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4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak 

memenuhi unsur oogmerk padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di 

dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana. 

5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah 

melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah 

pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana 

orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan. 

6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan 

itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah 

jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang 

memberikan perintah semacam itu. 

7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak 

mempunyai suatu hoedanigheid atau suatu sifat tertentu seperti yang 

telah disyaratkan oleh undng-undang yaitu sebagai suatu sifat yang 

harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. 

 Yang turut serta (medepleger). Menurut MvT adalah orang yang dengan 

sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh 

karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. 

 Penganjur (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk 

melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 

ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau 

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
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kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, 

sarana, atau keterangan25
 

 

2.2.2. Pembantu atau medeplichtige 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) 

jenis, yaitu : 

 Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 

pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat 

kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (medeplegen), namun 

perbedaannya terletak pada : 

1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau 

menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. 

2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa 

diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan 

sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja 

melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai 

tujuan sendiri. 

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), 

sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. 

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 

bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana 

sama. 

                                                           
25 Ibid. 
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 Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan 

ini mirip dengan penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada niat atau 

kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada 

sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam 

penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel 

ditimbulkan oleh si penganjur. 

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana 

sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu 

dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 

(1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur 

hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa 

catatan pengecualian : 

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak 

pidana: 

 Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan 

cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan, 

 Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP), 

 Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP). 

2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan 

tindak pidana : 

 Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) 

KUHP). 

 Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP). 
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